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Abstrak

Penegakan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan manggrove di
pesisir pantai ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya hutan mangrave terhadap lingkungan perairan. Kawasan pesisir rentan terhadap abrasi
membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Komitmen terhadap
pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program terdepan yang dilaksanakan dan
dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara
akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui
penanaman mangrove.selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan
pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif
dan represif.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Penanaman Bakau, Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai.

PENDAHULLAN

Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, mengingat beberapa dasawarsa
belakangan ini telah banyak terjadi perusakan lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana
alam yang menimpa negeri ini. Pasal | Angka 14 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup menyatakan

bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
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langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Angka 20 disebutkan bahwa
dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan. Sehingga pada akhirnya Negara
berkali-kali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan engelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH). Makna lingkungan hidup menurut UUPLH sebagaimana tertera pada Pasal |
ayat () adalah: “%esatuan ruang dengan semua benda, days, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengarufi alam ity sendii, kelangsungan perikehidupan, dan
kesgjafiteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Sedangkan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah
tentang pengelolaan lingkunganhidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerootan mutu
lingkungan. Hukum pencemaran khususnya dan hukum lingkungan serta menjamin lingkungan agar dapat
|lestari di dalam proses kecepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek sampingnya.

Dalam perkembangannya, istilah “pencemaran lingkungan” mengalami kekhususan sebagaimana
berikut: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran
angkasa, pencemaran pandangan, penceraman rasa, pencemaran dan kebudayaan. Pencemaran
lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk: a) kerugian ekanomi dan saosial, b)
Langguan sanitai.

Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisir dan laut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah
pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1392 tentang Penataan Ruang pasal 3
ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan dan wilayah udara diatur secara terpusat menurut
undang-undang. Namun dimasa reformasi, dengan kelahiran UU Nomor 22 tahun 1993 tentang
Pemerintahan daerah, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur wilayah perairan yang ada di
wilayahnya sejauh 4 mil dari garis pantai. Selain itu juga diterbitkan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisirdimiliki
oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia.masing-masing kabupaten/kota juga memiliki perhatian

yang berbeda di dalam pengelolaan wilayah pesisir. Konsekuensi dari perbedaan perhatian tersebut
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menghasilkan kebijakan dan instrumen kelembagaan yang berbeda satu sama lain dalam mengelola
wilayah pesisrnya. Akan tetapi, hingga akhir tahun 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral. Pemerintah daerah
kabupaten/kota umumnya tidak membedakan secara khusus kawasan pesisir dengan kawasan lainnya.

Saat ini pembangunan telah merambah seluruh sudut-sudut bumi, hingga menyentuh wilayah
pantai dan pesisir, yang dimana telah menimbulkan kerusakan ataupun bencana ekologis di kawasan
tersebut. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan yang berdampak terhadap kerusakan disekitar
wilayah pesisir seperti misalnya pencemaran perairan terus berlangsung, bukan saja berasal dari
kegiatan di daratan dan di daerah aliran sungai, tetapi juga di kawasan pantai dan pesisir dari perusakan
habitat sumber daya hayati melalui berbagai cara yang tidak wajar, bukan saja berakibat buruk pada
sumber daya hayatinya (hutan manggrove, terumbukarang, ikan dan sebagainya) yang berakibat pada
pemusnahan plasma nutfah, juga telah membawa akibat pada penurunan pendapatan masyarakatnya.

Berbagai kegiatan pembangunan yang berlangsung dikawasan pantau dan pesisir seperti
pembangunan pelabuhan, industri, perumahan, pariwisata, pertambnagan dan perikanan memunculan
berbagai isu dan masalah sebagai hasil dari penggunaan dan pemanfaatannya serta konflik kepentingan
antara berbagai pihak.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekananterhadap habitat mangrove bersumber dari
keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan,
kegiatan komersial, industri dan pertanian. Situasi ini diakibatkan ketidakjelasan pengaturan
pemanfaatan kawasan pantai dan pesisir. Terlalu banyak pihak terkait dan mungkin mengkaitkan diri
dnegan kawasan ini. [ronisnya pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik kawasan boleh dikatakan tidak
berdaya dalam mengatur dan memanfaatkan kawasan dan pesisir. Padahal kawasan dan pesisir
merupakan wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagai wilayah peralihan
darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini,
khususnya dibidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Apabila diperhatikan lebihlanjut perkembangan hutan bakau dapat diikuti sebagai berikut:
. jenis pohon bakau baru yang terdapat pada batas pantai yang mengarah ke laut didominasi oleh

jenis Avicennia, yaitu jenis bakau yang mempunyai akar gantung
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2. jenis pohon bakau merah, menggantikan jenis Avicenniz pada tingkat pertumbuhan berikutnya,
yang terletak didaerah/zona lainnya yang dekat dengan daratan. Jenis pohon ini ditandai oleh
bentuk akar-akarnya yang ersifat manopang yag sangat rapat dan hampir tidak dapat ditembus.

3. Bruguiria merupakan species tumbuh-tumbuhan yang berkembang pada daerah berikutnya,
mengarah ke daratan lalu diikuti oleh tumbuhan semak.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan,
pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum oleh
pemerintah pusat dab daerah bersama masyarakat mengenai pengelolaan hutan mangrove dalam
perspektif hukum tersebut terebut masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi aparat penegak hukum yang
sejauh unu kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan
kawasan hutan mangrove di pesisir pantai serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya

hutan mangrove terhadap lingkungan perairan.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak
langsung, serta aksi penanaman bersama. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang
dilaksanakan secara langsung. Dilakukan dengan ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, dan lain

sebagainya.

PEMBAHASAN

Sebagai kawasan wisata dan kawasan konservasi, maka perlindungan lingkungan hidup
dikawasan pesisir dan panatai menjadi penting dan skala prioritas oleh semua pihak baik akademisi,
masyarakat dan pemerintah daerah. perlindungan lingkungan hidup meliputiperlindungan terhadap
tumbuhan dan htan mangrove/ bakau yang ada disekitar pesisir dan pantai. Kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dari hutan mangrove/bakau. berdampak pada
menurunnya kualitas lingkungan kawasan pesisir dan pantai.

Komitmen masyarakat pesisir dan masyarakat peduli lingkungan pesisir diwujudkan dengan

adanya aksi nyata berupa penanaman bakau di wilayah tersebut. Kawasan hutan bakau kerapkali
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dijadikan sebagai objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun
internasional. Selain itu, tanaman bakau, merupakan tanaan yang lazim tumbuh di pesisir pantai. Bakau
memiliki manfaat dan fungsi bagi kelestarian lingkungan, khususnya minimalisasi abrasi pantai. Selain
itu, tanaman bakau merupakan tempat berkembangbiaknya hewan laut yang memiliki nilai jual yang
cukup tinggi. sepeti kepiting dan ikan-ikan lainnya.

Manfaat tanaman bakau bagi lingkungan sekitar ditempat tumbuhnya, yaitu 1) memberi nutrisi
yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Tidak menggangu keseimbangan dari ekosistem yang ada ditepi
pantai. Nutrisi berupa kesuburan tanah yang ada di sekitarnya, akrena tempat tumbuhnya tanaman
bakau berada diantara dataran dan lautan. 2) sebagai rantai makanan, dimana tanaman ini berperan
sebagai produsen. Tanaman bakau banyak disukai oleh ikan-ikan kecil dan juga kepiting. 3) air disekitar
menjadi jernih, air pantai yang ditumbuhi tanaman bakau menjadi lebih jerih dibandigkan dengan yang
tidak ditumbuhi tanaman bakau. 4) melindungi dataran dari hempasan mbak secara langsung yang
menyebabkan erosi dan longsor. ) tempat berlabuh kapal tidak sedikit juga yang menjadikan tanaman
bakau tempat berlabuh kapal setelah berlayar mengitari pantai dan ditambatkan pada tanaman bakau.
k) menjaga iklim dan cuaca perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi karena berbagai macam faktar,
salah satunya adala kerusakan sistem dalam alam. Hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas
untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan dart. Selain itu, manfaat hutan mangrove
juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah
bencana alam.

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu utnuk mendorong seseorang mematuhi
dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh
hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam
upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Membangun kesadaran hukum masyarakat terkait
pentingnya pelestarian kawasan mangrove senantiasa dilakukan oleh semua pihak. dalam hal ini para
akademisi berkewajiban dan memiliki tanggung jawab maral untuk itu. Mewujudkan kelestarian fungsi
lingkngan kawasan mangrove membutuhkan sinergitas para pihak. Regulasi yang tepat, sosialisasi dan

penegakan hukum yang berkeadilan, menjadi basis dasarnya.
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Perlindungan lingkungan di akwasan pesisir dan pantai ditempuh melalui dua cara, yaitu
preventif dan represif. Upaya preventif, dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lainnya
yang bersifat pencegahan. Adapun upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang melibatkan
aparat penegak hukum, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa.

Pada aspek represif, penegakan hukum lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan karena
sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum
lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak
mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosiall, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana,
pertanggung jawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata tertib. Pengetahuan masyarakat
terhadap aspek preventif dan represif, merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum dan
penanaman bakau. Sehingga diharapkan kawasan pesisir dan pantai, akan terjaga secara natural

melalui kesadaran dan penyadaran hukum.

KESIMPLLAN

Manfaat dan pentingnya hutan bakau adalah mencegah erosi dan abrasi pantai, mencegah
instrusi air laut, sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan
menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bag beberapa jenis
satwa. Maka dari itu, perlunya perlindungan pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan lingkungan
dengan penerapan konsep pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan lingkugan dengan penerapan
konsep penelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek
parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Efektifitas pengelolaan hutan
mangrove dalam perspektif sosial masyarakat pesisir sudah relatif efektif. Hal ini telah terbukti dengan
melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut serta sebagai habitat
beberapa jenis ikan. Sebagai upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan
wilayah pantai dari kerusakan lingkungan maka diperlukan langkah lebih lanjut mengenai parameter
lingkungan di wilayah pesisir, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi
masayrakat pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan koordinasu lintas instansi dalam

penegakan hukum di wilayah kawasan pesisir.
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Upaya mencegah perusakan lingkungan yag lebih masif di kawasan wilayah pantai/pesisir, maka
hendaknya pemerintah daerah lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan
yang berkaitan dengan pentingnya dan manfaat pelestarian lingkungan, khususnya hutan
bakau/mangrove di akwasan pesisir dan pantai. Begitu juga dengan penerapan dan penegakan hukum
lingkungan, secara preventif dan represif dengan penanganan secara terpadu menyeluruh dan
berkesinambungan antara pusat dan daerah serta antar lembaga maupun instansi yang terkait. Selain
itu juga pelibatan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan sebagai mitra

kerja yang berkelanjutan.
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